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PANCACITS |

LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

T. 1999 Serie A Nomor 2

PERATURAN DAERAH PRO_PINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- Mengingat

a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf ¢ Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah{maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor merupakan jenis Pajak Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam

suatuPeraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1936 tentang

Pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1103); '

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037),

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun.
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
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3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 564 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3693); -

- 8. Keputusan Prestden Nomor~78 Tahun 1998 tentang
- Peninjanan Kembali-Harga-Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak (BBM) Dalam Negeri;

9. Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

10. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12:Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

ISTIMEWA ACEH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR.
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C.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

'Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.
b.

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah

Istimewa Aceh;
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah

Istimewa Aceh;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Kendaraan bermotor adalah semua kehdaraan beroda dua
atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan
umum dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa mo-
tor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

- suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

- kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk

alat-alat berat dan alat-alat besar kecuali alat-alat berat
dan alat-alat besar yang digunakan sebagai alat angkutan

“orang atau barang di jalan umum;

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar
yang digunakan untuk mengerakkan Kendaraan
Bermotor;

SPBU adalah Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum);
Badan adalah svuatu badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
usaha lainnya;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBB-KB adalah Pajak atas Bahan Bakar yang
disediakan atau dianggap. dxgunakan untuk kendaraan
bermotor;
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i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
pajak yang terutang;

. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;

. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPIDKB adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang,
jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harusdibayar;

. Surat Ketetapan-Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang ditetapkan;

. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
_selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumiah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya

disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya

- dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak;

..Surat keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan

untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan



atau kekeliruan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN ATAU STPD;

. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap SPKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh plhak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak;

. ‘Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau ketetapan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah;

. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Daerah, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya;

. Keputusan Banding adalab Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak atas.Banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BABII

NAMA OBJEK DAN SUBIJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan bakar kendaraan Bermotor (PBBKB) di pungut
pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap
digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pasa1 3

(1) Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan
atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

(2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
adalah bensin, solar dan gas.

Pasal 4

(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor :
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